
WALIKOTA AMBON 
PROVINS1 MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON 
NOMOR Sy^TAHUN 2019

TENTANG

PERGANTIAN PENERIMA BANTUAN RUMAH SWADAYA BERUPA UANG
KEG1ATAN PEN1NGKATAN KUAL1TAS RUMAH BAGl 

MASYARAKAT BERPENGHAS1LAN RENDAH DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2019

KELURAHAN BATU MEJA KECAMATAN SIRIMAU KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

Menimbang: a. bahwa untuk Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Bagi 
Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dana Alokasi Khusus Kota 
Ambon Tahun 2019 terdapat beberapa masyarakat sebagai 
penerima bantuan yang mengundurkan diri;

b. bahwa pergantian penetapan penerima bantuan dilakukan oleh 
Walikota berdasarkan hasil seleksi calon penerima bantuan 
oleh Dinas Pelaksana Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang 
Perumahan dan Permukiman. Proses seleksi pergantian calon 
penerima bantuan berdasarkan kriteria dan persyaratan 
penerima bantuan ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai man a dimaksud pada 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota 
tentang Pergantian Penerima Bantuan Rumah Swadaya 
Berupa Uang Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Bagi 
Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dana Alokasi Khusus 
Tahun Anggaran 2019, Kelurahan Batu Meja Kecamatan 
Sirimau Kota Ambon;

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan 

Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Swatnntra Tingkat II Dalam 
Wilayah Dacrah Swatantra Tingkat I Maluku (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang- 
Undang (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 
Nomor 111, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1645);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyclcnggaman 
Negara Yang Bcrsih Dan Bcbas dari Korupsi, Kolusi Dan 
Ncpotisme (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4389);
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4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbcndaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tam bah an Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan,Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5581) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);

8. Peraturan Pemerintah Nom or 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 Tentang Rincian 
Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 271);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 
2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik 
Tahun Anggaran 2019;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pcdoman Keuangan 
Daerah;

12. Peraturan Menteri Pekeijaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Nomor 02/PRT/M/2019 Tentang Petunjuk 
Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus 
Infrastruktur Pekeijaan Umum Don Perumahan Rakyat;

13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 
tentang Pembcntukan Dan Susunnn Ferangknt Daerah 
Kota Ambon (Lcmbnmn Daerah Kota Ambon Tahun 2016 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 
321);

14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 13 Tahun 2018 tentang 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tahun Anggaran 2019 
(Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2018 Nomor 13, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 360).
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Memperhatikan : Surat Edaran Kementerian Pekeijaan Umum dan Perumahan
Rakyat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Nomor 
01/SE/Dr/2019 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana 
Alokasi Khusus Bidang Perumahan Dan Permukiman Sub 
Bidang Rumah Swadaya;

Menetapkan
MEMUTUSKAN

KESATU

KEDUA

KET1GA

KEEMPAT

: Menetapkan Pergantian Penerima Bantu an Rumah Swadaya 
Berupa Uang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang  
m erupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Keputusan ini.

: Pengganti penerima bantuan rumah swadaya yang 
dimaksud dalam Diktum KESATU wajib bersungguh- 
sungguh untuk mengikuti program bantuan rumah swadaya 
sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya 
Keputusan ini dibebankan pada Kegiatan Peningkatan 
Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah 
Dana Alokasi Khusus Kota Ambon Tahun 2019 Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pejabat Pengelola Keuangan 
Daerah Kota Ambon (PPKD) pada Badan Pengelola 
Keuangan Dan Aset Daerah Kota Ambon (BPKAD).

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal fo p& irrbzr 2019

Twmbusan kepadaYth. :
1. Gubemur Maluku;
2. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan;
3. Direktur Rumah Swadaya;
4. Kcpala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon;
5. Kcpala Badnn Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
6. Bank/Pos Penyalur;
7. Penerima Bantuan Rumah Swadaya.
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Lampiran : Keputusan Walikota Ambon

Nomor : Tahun 2019

Tanggal : lo  06Sfcme>efl-2O19

Tentang : Pergantian Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa 
Uang Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Bagi 
Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dana Alokasi 
Khusus Tahun Anggaran 2019.

PROVINSI
KOTA
KECAMATAN
KELURAHAN

MALUKU 
AMBON 
SIRIMAU 
BATU MEJA

NO NO
BNBA

NAMA NO KTP A LA M AT TEM  PAT 
T1NGGAL

BESAR
BANTUAN

(Rp.)

22 22 DEMAS RANGKORATAT 8171021111560002 3K1PTENGAH, RT 005/ RW 002 17.500.000,-

Menjadi :

22 22 YOLANDA LAIKYER 8171015906860005 SKIP ATAS RT 005/ RW 002 17.500.000.-

NO NO
BNBA

NAMA NO KTP ALA M A TTE M PA T
TING G AL

BESAR
BANTUAN

(Rp.)

26 26 ALFRJDA SOGALREY 8171025405560002 BATU MEJA, RT 001/ RW 006 17.500.000,-

Meniadi:

26 26

1i

8171024602840003 BATU MEJA. RT 001 / RW 006 17.500.000.-

NO NO
BNBA

NAMA NO KTP A LA M A TTE M PA T
TING G AL

BESAR
BANTUAN

(Rp.)

41 41 □BETH KOUWEEY 8171022708460001 BATU MEJA. RT 001 / RW 007 17.500.000.-

Meniadi:

! i 41 AMELIA TAH1TU 8171025204640001 BATU MEJA. RT 004 / RW 001 17,500000.-

NO NO
BNBA

NAMA NO KTP A LA M ATTE M PAT
TING G AL

BESAR
BANTUAN

(Rp)

56 56 HELENA PATTY. N 8171026210740001 RT/RW. 001/001, KcL Balu Mcjn 17.500.000,-

M e n i a d i :

56 56 VERONIKA .7TnRl^>lX)BY »tnQ263Q3890QQ7 SKiP.gr.9Q5/RWQQg m a u m .
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